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PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM BADAN STANDARDISASI NASIONAL

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum mengenai
standardisasi dan penilaian kesesuaian secara terpadu, terintegrasi, akurat, serta
dapat diakses secara cepat dan mudah, perlu melakukan optimalisasi pengelolaan
dokumen dan informasi hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum di
lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional, Badan Standardisasi Nasional wajib membentuk
organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum, melakukan pengelolaan,
menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dan anggaran
jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Maka berdasarkan pertimbangan
tersebut, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Standardisasi Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah: Perpres No. 33
Tahun 2012; Perpres No. 4 Tahun 2018; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PBSN No.
10 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBSN No. 8
Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah wadah
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan
berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum
secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Diatur tentang Organisasi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Standardisasi Nasional, Tugas dan Fungsi
Pusat dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Standardisasi
Nasional, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan, dan Pendanaan.
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